
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BATANG 

 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG 

NOMOR 33 TAHUN 2025  

 

TENTANG 

 

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG PERSEDIAAN 

PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 2465/RT.01.3-SD/05/2025 

Tanggal 23 Juli 2025 Perihal Persetujuan Penjualan 

Barang Persediaan Pasca-Pemilu/Pemilihan; 

b. bahwa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 

yang dalam penguasaan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Batang pada saat ini sudah tidak 

digunakan lagi dan usang, serta tidak mempunyai nilai 

ekonomis lagi, sehingga perlu segera dihapuskan dan 

dijual lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan 

huruf b perlu ditetapkan Pejabat Penjual Lelang Barang 

Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Batang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan ..... 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 5533); 

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Perubahan ke dua atas Keputusan Presiden Nomor 42 

Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor  

PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-

66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; 

9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Batang Tentang Penunjukan/Penetapan 

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat 

Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan Kepada Negara dan 

Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf 

Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 

2025. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT 

PENJUAL LELANG BARANG  PERSEDIAAN PASCA 

PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG. 

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Persediaan Pasca 

Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Batang sebagai berikut: 

Nama: ..... 




